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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan penjelasan/keterangan atas “Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2025, dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan “Penjelasan atas Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025 ini masih terdapat kekurangan yang mesti disempurnakan. Namun secara
garis besar ide dan konsep Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sudah dapat tersampaikan
dengan jelas.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan adanya saran dan kritik
yang bersifat membangun demi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sumedang, 2025

Penyusun,



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik
yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap
APBD. Sebagai upaya mewujudkan misi utama pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan, maka dalam penyusunan Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2025, secara
teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didalamnya antara lain meliputi;
prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan
hal lainnya.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu proses yang tidak dapat
dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi
dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun
dan ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar perubahan APBD dapat memastikan
anggaran daerah tetap responsif, efisien dan berkeadilan dalam mendukung pencapaian
target Pembangunan daerah.

Identifikasi Masalah
1. Dasar pemerintah daerah melakukan perubahan APBD.

2. Proses penyusunan perubahan APBD.

C. Tujuan Penyusunan

1. Untuk mengetahui dasar pemerintah daerah melakukan perubahan APBD.

2. Untuk mengetahui proses penyusunan perubahan APBD.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi

Jawa Barat;



10.

11.
12.

13.
14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat
Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan

Penggunaannya



22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
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POKOK PIKIRAN

A. Dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan APBD.

Perubahan APBD dilakukan sebagai instrument kebijakan fiskal daerah untuk
menyesuaikan kondisi keuangan dan kebutuhan Pembangunan yang berkembang di
Tengah tahun anggaran berjalan. Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD
diperlukan karena adanya:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran

(KUA)

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA

dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah, alokasi belanja daerah, juga perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan
yang semula ditetapkan dalam KUA.

2. Keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit ogranisasi, antar program, antar

kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD

3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaraan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri dikatakan bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

a. Menutupi defisitt anggaran

b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya

c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui

anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;



e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan
Pemerintah;

f. Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
dan/atau

g. Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang
telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan

4. Keadaan darurat

Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan

perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk

keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah

daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan

dalam laporan realisasi anggaran. Ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat yaitu

sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum
Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan
perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal
pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan
Perkada perubahan penjabaran APBD.

b. Ketentuan Pelaksanaan
Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan
darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan diluar keadaan darurat dan keperluan
mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga

5. Keadaan luar biasa

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan

dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar

dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) tersebut merupakan

selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.



B. Penyusunan Perubahan APBD
Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan Perubahan APBD TA 2025
sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana
tercantum pada matriks Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

NO

URAIAN

WAKTU

LAMA

1.

Penyampaian rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan
PPAS oleh Ketua TAPD kepada
kepala daerah yang telah direviu
oleh APIP daerah

Penyampaian rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan
PPAS oleh kepala daerah kepada
DPRD

Paling lambat

minggu | bulan

Agustus

Pembahasan dan kesepakatan antara
kepala daerah dan DPRD atas
rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS

paling lambat

minggu 1l bulan

Agustus

Penerbitan surat edaran kepala
daerah perihal pedoman penyusunan
RKA-SKPD dan perubahan DPA-
SKPD serta penyusunan rancangan
Perda tentang perubahan APBD dan
Perkada

penjabaran perubahan APBD

rancangan tentang

paling lambat

minggu 11l bulan

Agustus

Perda
tentang perubahan APBD oleh
kepala daerah kepada DPRD

Penyampaian  rancangan

paling lambat

minggu 1l bulan

September




6. | Pengambilan persetujuan bersama | paling lambat 30 paling lambat 3
DPRD dan kepala daerah September (tiga) bulan
sebelum TA
berakhir
7. | Menyampaikan rancangan Perda |3 (tiga) hari kerja | 3 (tiga) hari kerj
tentang perubahan APBD dan | setelah persetujuan
rancangan Perkada tentang | bersama
penjabaran  perubahan  APBD
kepada Menteri/gubernur  untuk
dievaluasi
8. | Hasil evaluasi rancangan Perda | paling lama 15 | 15 (lima belas) hari
tentang perubahan APBD dan | (lima belas) hari | kerja
rancangan Perkada tentang | kerja setelah
penjabaran perubahan APBD rancangan  Perda
tentang perubahan
APBD dan
rancangan Perkada
tentang penjabaran
perubahan  APBD
diterima oleh
Menteri/gubernur
9. | Penyempurnaan rancangan Perda | paling lambat 7 | 7 (tujuh) hari kerja
tentang perubahan APBD sesuai | (tujuh) hari Kkerja
dengan  hasil  evaluasi  yang | (sejak diterima
ditetapkan  dengan  keputusan | keputusan hasil
pimpinan DPRD tentang | evaluasi)
penyempurnaan rancangan Perda
tentang Perubahan APBD
10. | Penyampaian keputusan pimpinan | 3 (tiga) hari kerja | 3 (tiga) hari kerja

DPRD
rancangan Perda tentang perubahan
APBD kepada Menteri/gubernur

tentang  penyempurnaan

setelah  keputusan
pimpinan  DPRD
ditetapkan




11. | Penetapan Perda tentang perubahan
APBD dan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD sesuai
dengan hasil evaluasi
12. | Penyampaian Perda tentang | paling lambat 7 | 7 (tujuh) hari kerja

perubahan APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD kepada

Menteri/gubernur.

(tujuh) hari kerja
setelah Perda dan
Perkada ditetapkan




BAB Il

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peratuan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan pengejawantahan ketentuan Pasal
Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal
177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh

persetujuan bersama.

B. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini memuat ketentuan sebagai

berikut:
Pasal 1 s.d. Pasal terakhir
Pada dasarnya, setiap pasal dalam rancangan Perda ini merupakan penjabaran dari
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang mengatur bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat perubahan
asumsi yang mendasar atau keadaan yang memerlukan penyesuaian kebijakan
anggaran.
Pasal-pasal memuat ketentuan mengenai:
1. Perubahan target pendapatan daerah.
2. Penyesuaian alokasi belanja daerah, baik belanja operasi, belanja modal, belanja

tak terduga, maupun belanja transfer.
3. Penyesuaian pembiayaan daerah, termasuk penggunaan SiLPA.

4. Mekanisme pengesahan dan pelaksanaan perubahan APBD.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ini disusun dengan tujuan
untuk:
1. Memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan anggaran yang disesuaikan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan daerah.
3. Menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan APBD.
4. Menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan kondisi riil daerah sepanjang tahun
anggaran berjalan.
B. Saran
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) tahun anggaran 2025 ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal, adaptif, dan sesuai

dengan aspirasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



